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BERITA  DAERAH 

KOTA BEKASI 
 

 
NOMOR :  93                              2018                                     SERI : E     
                            

PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
 NOMOR   93   TAHUN  2018     

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 14 TAHUN 

2013 TENTANG PAKTA INTEGRITAS APARATUR DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA BEKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BEKASI, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan upaya pencapaian 
visi misi Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 
Tahun 2013 tentang Pakta  Integritas Aparatur di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, 
maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 
Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
Pakta  Integritas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3663); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan 
Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4449); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia, Nomor 4890); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 63); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 

  14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D); 

  15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota 
Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D). 

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14  
Tahun  2005  tentang  Tindak  Lanjut Pelaksanaan Instruksi Presiden 
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas; 

  4. Berita Acara Rapat Nomor 800/6517/BKPPD tanggal 31 Desember 
2018 tentang Pembahasan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 
14 Tahun 2013 tentang Pakta Integritas Aparatur di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bekasi. 

   
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 14 TAHUN 2013 
TENTANG PAKTA INTEGRITAS APARATUR DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA BEKASI. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
Pakta Integritas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota 
Bekasi Tahun 2013 Nomor 14 Seri E), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

(1) Penandatanganan Pakta Integritas dilaksanakan sebagai berikut : 
a. Pejabat Struktural Eselon II.A disaksikan dan diketahui oleh Wakil Wali Kota 

dan Wali Kota; 
b. Pejabat Struktural Eselon II.B disaksikan dan diketahui oleh Sekretaris Daerah 

dan Wakil Wali Kota; 
c. Pejabat Struktural Eselon III (Selaku Kepala Perangkat Daerah dan Kepala 

Bagian di Sekretariat Daerah) disaksikan dan diketahui oleh Sekretaris Daerah 
dan Wakil Wali Kota; 

d. Pejabat Struktural Eselon III lainnya disaksikan dan diketahui oleh Kepala 
Perangkat Daerah dan Sekretaris Daerah; 

e. Pejabat Struktural Eselon IV.A disaksikan dan diketahui oleh atasan langsung 
(Pejabat Struktural Eselon III) dan Kepala Perangkat Daerah; 

f. Pejabat Struktural Eselon IV.B disaksikan dan diketahui oleh atasan langsung 
(Pejabat Struktural Eselon IV.A) dan Kepala Perangkat Daerah; 

g. Pelaksana/Jabatan Fungsional Tertentu disaksikan dan diketahui oleh atasan 
langsung (Pejabat Struktural Eselon IV) atau dapat ditarik ke Pejabat Struktural 
Eselon III dan Kepala Perangkat Daerah. 

(2) Bentuk dan isi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 
dengan kebutuhan Pemerintah Kota Bekasi. 

2. Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 9 
(1) Setiap Aparatur diwajibkan menggunakan atribut logo Pakta Integritas dan 

dipasang pada bagian dada kiri. 
(2) Atribut logo Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan Keputusan Wali Kota. 

3. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

           
 

Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 28 Desember 2018 
 
WALI KOTA BEKASI, 
 
        Ttd/Cap       
 
RAHMAT EFFENDI 

 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 28 Desember 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
                 Ttd/Cap 
 
 
 WIDODO INDRIJANTORO 

 

 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 93 SERI E  
 

 
 
 
 

 
 

 


